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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)” ini
bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Dana Kampanye yang studi kasusnya di
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian di lapangan dengan wawancara terhadap pihak terkait serta studi
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengawasan
dana kampanye Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor
15 Tahun 2023. Terdapat hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya yaitu
keterbatasan pengaksesan sistem informasi dan kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci
mengenai penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Dari temuan ini diperlukan adanya
peningkatan akses atau data pada sistem informasi yang digunakan, penguatan regulasi terhadap
undang-undang tertinggi yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar memberikan
kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan
independen, tanpa harus bergantung atau melalui KPU. Serta pembaruan mengenai regulasi
penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu sehingga memudahkan Bawaslu Kabupaten Kubu
Raya dalam melakukan pengawasan dana kampanye di Pemilu selanjutnya.

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Dana Kampanye.
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ABSTRACT

The research entitled "Implementation of Campaign Fund Supervision Based on Election
Supervisory Body Regulation Number 15 of 2023 (Case Study in Kubu Raya Regency)" aims to
analyze the implementation of campaign fund supervision based on the Election Supervisory Body
Regulation (Perbawaslu) concerning Campaign Funds, the case study of which is in the Election
Supervisory Body (Bawaslu) of Kubu Raya Regency. The research method used is empirical legal
research with a qualitative approach. Data collection was carried out through field research with
interviews with related parties and documentation studies. The results of the study indicate that the
implementation of campaign fund supervision by the Kubu Raya Regency Bawaslu in implementing
Perbawaslu Number 15 of 2023 is not yet optimal. There are obstacles faced by the Kubu Raya
Regency Bawaslu, namely limited access to information systems and the lack of regulations that
regulate in detail the use of campaign funds by election participants. From these findings, it is
necessary to increase access or data on the information system used, strengthen regulations against
the highest law, namely Law Number 7 of 2017 concerning Elections in order to provide full
authority to Bawaslu to carry out supervisory functions directly and independently, without having
to rely on or through the KPU. As well as updates regarding regulations on the use of campaign
funds by election participants to make it easier for the Kubu Raya Regency Bawaslu to supervise
campaign funds in the next election.

Keywords : Bawaslu, Supervision, Campaign Funds.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang
penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu adalah arena kompetisi
untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada
pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan
Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik
tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan
kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.! Indonesia telah
menyelenggarakan enam kali pemilu legislatif dan lima kali pemilu presiden
pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun
2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Pemilu tahun 2024 merupakan
penyelenggaraan pemilu serentak kedua yang menggabungkan pemilihan
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 terdiri dari beberapa

! pamungkas Sigit, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan llmu Pemerintahan
dan Jurusan llmu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, HIm 3.



tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Berdasarkan
Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

penetapan Peserta Pemilu;

penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

masa Kampanye Pemilu;

Masa Tenang;

pemungutan dan penghitungan suara;

penetapan hasil Pemilu; dan

pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

D OO0 T

T oa@

Kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam
penyelenggaraan pemilu, yang didalamnya terjadi interaksi antara Kandidat
dan Pemilih. Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta
Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan
pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta
Pemilu. Selama masa pemilu ini, para Kandidat berusaha mempengaruhi
pemilih dengan berbagai cara, dimulai dengan cara substantif dan mengusulkan
visi, misi, program dan/atau citra diri untuk meyakinkan masyarakat. Kandidat
dengan modal berlimpah mempunyai peluang lebih besar untuk menarik
dukungan masyarakat. Kondisi ini memaksa para kandidat saling bersaing

untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk biaya kampanye.



Dimana terkait pendanaan kampanye Peserta Pemilu ini, Peraturan Perundang-
undangan telah menentukan bahwa Peserta Pemilu harus membuka rekening
dana kampanye untuk proses pencatatan, pelaporan hingga pengauditan total
dana kampanye selama Pemilu tahun 2024.

Ada beberapa hal yang perlu diatur secara jelas terkait dana kampanye.
Hal ini mencakup, pertama, batasan dana kampanye; Tujuan dari pembatasan
kontribusi kampanye adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan
memastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak terlalu bergantung pada
kemampuan individu untuk mengumpulkan dana kampanye, namun lebih
bergantung pada kualifikasi kandidat dan cara mereka berbicara di depan
umum, laporan dana kampanye ini juga diperlukan untuk memantau dan
menegakkan peraturan dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan terkait. Itu sebabnya tim kampanye bahkan mempekerjakan akuntan
dan pengacara untuk memastikan laporan keuangan kampanye disiapkan
dengan baik dan tepat waktu. Laporan keuangan kampanye memungkinkan
masyarakat melihat siapa yang berkontribusi terhadap terpilihnnya kandidat
pilihan mereka. Ketiga, pembatasan kampanye dan belanja. Tujuan dari
pembatasan ini adalah untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil untuk
masing-masing kandidat. ldealnya, pemenang pemilu adalah kandidat yang
memiliki visi, misi, dan program terbaik, bukan kandidat yang memiliki uang
terbanyak. Oleh karena itu, batasan pengeluaran perlu ditetapkan sejak awal.

Dalam pelaksanaannya, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye

menjadi aspek krusial untuk menjamin integritas proses pemilihan. Tujuan dari



Pengawasan dana kampanye yaitu untuk menciptakan keadilan antara peserta
pemilihan umum. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung
jawab dalam pengawasan pemilu telah menerbitkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang memperketat
mekanisme pengawasan dana kampanye. Dalam melakukan pengawasan,
Bawaslu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk
mendapatkan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye
(Sikadeka) dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 32 PKPU
Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye menyebutkan, Sistem
Informasi dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah
sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan
kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan
Publik.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan
Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan
dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang
dimaksud sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Tahapan dana kampanye;

b. Sumber dan bentuk dana kampanye; dan
c. Batasan jumlah sumbangan dana kampanye.



Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang
meliputi:
a. pembukuan Dana Kampanye;

b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit laporan Dana Kampanye.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam
pengawasan dana kampanye sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye. Peraturan ini menjadi landasan hukum dan pedoman
teknis dalam pelaksanaan pengawasan dana kampanye di seluruh wilayah

Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten
Pontianak pada tahun 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya
memiliki luas wilayah 6.985,20 KM2 dan berpenduduk sebanyak 632.095 jiwa.
Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Ampar,
Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai,
Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya,
Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B.? Kabupaten
Kubu Raya, sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan
umum, menjadi tempat penting dalam implementasi pengawasan dana
kampanye. Karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang khas di daerah ini

dapat mempengaruhi dinamika pelaksanaan pengawasan dana kampanye.

2 Prokopim Kabupaten Kubu Raya, https://prokopim.kuburayakab.go.id/page/geografi diakses
pada tanggal 8 Maret 2025.




Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Bawaslu
Nomor 15 Tahun 2023, dengan fokus pada pelaksanaan pengawasan dana
kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya berdasarkan
Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Hasil studi ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang
efektivitas regulasi yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta
rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dana kampanye
di masa mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah Penulis
uraikan secara mendalam dalam bagian latar belakang, Penulis merasa tertarik
untuk menganalisis lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berfokus pada
implementasi  perbawaslu nomor 15 tahun 2023 dengan judul:
“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KABUPATEN
KUBU RAYA)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan
rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Badan Pengawas Pemilihan

Umum dalam pengawasan dana kampanye?



3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan dana
kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Kubu Raya.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat
Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam pengawasan dana kampanye.

3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu
Raya dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye.

Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dilaksanakannya penelitian hukum ini dapat
memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaat teoritis
dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
a. Pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam Hukum Partai dan Pemilu.

2. Manfaat secara Praktis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi atau sebagai

alternatif penyelesaian masalah hukum yang terjadi, dalam hal ini



permasalahan terkait ketidakoptimalan bawaslu dalam pengawasan
dana kampanye.
E. Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran Penulis sendiri yang
diperoleh dari data-data yang Penulis kumpulkan dari fakta sebenarnya, dan
secara tertulis sudah Penulis jadikan sebagai acuan yang telah disebutkan dan
dicantumkan di daftar pustaka Penulis. Dalam menunjukkan keaslian
penelitian ini, sampai saat ini Penulis telah menemukan penelitian yang
membahas mengenai Pengawasan Dana Kampanye. Penulis akan memaparkan
perbedaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.
1. Judul . Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia.®
Penulis . Lalu Subandari 2024
Perbedaan : Dalam penelitian ini membahas terkait evaluasi
pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia,
serta model pengawasan dana kampanye partai politik
di Indonesia di masa yang akan datang, sedangkan
penelitian yang Penulis lakukan yaitu menganalisis
pengawasan dana kampanye berdasarkan Perbawaslu
Nomor 15 Tahun 2023, menganalisis faktor-faktor yang

menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan

3 Lalu Subandari, 2024. Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.



Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengatasi
hambatan pengawasan dana kampanye di Kabupaten
Kubu Raya.
2. Judul . Optimalisasi Pengawasan Dana Kampanye Melalui

Formulasi Penyingkapan Publik Untuk Mewujudkan
Pemilihan Umum Yang Berintegritas.*

Penulis . Ersa Satria Sinulingga 2019

Perbedaan : Pada penelitian di atas mengkaji problematika
pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di
Indonesia, lalu bagaimana prosedur formulasi
penyingkapan yang dilakukan, sedangkan penelitian
yang Penulis lakukan yaitu menganalisis pengawasan
dana kampanye berdasarkan Perbawaslu Nomor 15
Tahun 2023, menganalisis faktor-faktor yang
menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan
Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengatasi
hambatan pengawasan dana kampanye di Kabupaten

Kubu Raya.

4 Ersa Satria Sinulingga, 2019. Optimalisasi Pengawasan Dana Kampanye Melalui Formulasi
Penyingkapan Publik Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas. Padang:
Universitas Andalas.



